SALINAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang :a. bahwa keluarga memilik peran strategis dalam
mendukung  penyelenggaraan  pendidikan  untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa pentingnya pembinaan pendidikan keluarga
dalam upaya untuk memberdayakan peran serta
masyarakat dan meningkatkan kesadaran orangtua agar
peduli dan terlibat dalam memajukan pendidikan anak-
anak mereka serta menjadi mitra satuan pendidikan,
maka diperlukan peran dan keterlibatan orangtua
sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga
untuk membangun pembentukan generasi muda yang
lebih baik, berideologi, nasionalisme, bermartabat, dan
berakhlakuk karimah.

c. bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan
pendidikan  memerlukan  sinergi antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat;

d. bahwa peranan keluarga dalam melakukan pembinaan
mental dan spiritual anaknya belum dilaksanakan secara
optimal karena belum ada pengaturan yang menjadi
landasan, sehingga perlu pengaturan dalam Peraturan

Wali Kota;



Mengingat

€.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelibatan

Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3518);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1072);

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1982);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 101);

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

11Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada
Penyelenggaraan Pendidikan;

12Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

13Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIBATAN
KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KOTA TANGERANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota
Tangerang;

Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik
untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia
lebih kritis dalam berpikir.

Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan
guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.

Penguatan  Pendidikan  Karakter adalah  gerakan
pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan
untuk memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga
dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari
gerakan nasional revolusi mental.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan anak wusia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

kesetaraan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Komite  Sekolah  adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.

Keluarga adalah wunit terkecil dalam Masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau
ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga
sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai
dengan derajat ketiga.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap
anak.

Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak

dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN
Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

bertujuan untuk:

a.

meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama
antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;

mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;

meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan
Anak;

membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan,
Keluarga, dan Masyarakat; dan

mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman,

nyaman, dan menyenangkan.



